BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Mengingat

+ 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

memperaleh persetujuan bersama;

tentang Perubahan

bahwa Rancangan Peraturan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD
serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dacrah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 27535);
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Updang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Duenih (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Womor 2587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan hedus Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5679);

1] Undang-Undang Nomor | Tahun 2020 tentang Kebijakan
Heuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Corona-19)
dan/atay Dalam Rangka Menghadapi Ancaman vang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/fatau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6476);

12 Peraturan........... 3
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12, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14, Peraturan Pemerintah Nemor 56 Tahun 2005 tentang Eiste_m
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tmﬂha.l'llan Lembatan N_egara
Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem [nformasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 9010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Aluntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

|6, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republil: Indonesia Nomor 6322}

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

18, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

19, Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tetang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465},

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 157);

21, Peraturan............%4
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31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada
Hadan Usaha Milik Daeral Penyelenggarn Sistem Penyediaan Alr
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemaor
|3aa);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkal Daerah Provinsi dan Daerah
kabupaten/hota  vang Melaksanakan Fungsi  Penunjang
Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

33 Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdavaan Masvarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 T_uhun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

indonesia Tahun 2019 Noemor 11 14 );
ahun 2019 tentang

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T
Klasifikasi, Rodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan

keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42};

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan  Pepanganan Corona  Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 24%9);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomer 926);

28 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentulkan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2019 Nomeor 12): "

20, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2022 [Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2020 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2022 Nomor 2|




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Menetapkan

dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2022

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.

Ch &

10.
11.

12,

13.

Dacrah adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penvelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerntahan Daeralh  adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

. Bupati adalah Bupati Bungo.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara vang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Pusat yvang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bungo vang dibahas dan disetujui bersama
oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
Penerimaan Daerah adalah vang vang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Peraturan............
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14, Peraturan Daerah adalah Peraturan Daeralhh Kabupnlen Bungo

_ yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan beraamn Bupatl.

15. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yvang dibuat
oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan
atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

16. Organisasi Perangkat Daerab yang selanjutnya dialnglkat OPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah  selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:

17. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan  di bidang
tertentu vang dilaksanakan dalam rangka mencapai  tujuan
pembangunan nasional,

18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memual
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjulnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
hatas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran saluan kerja perangkal
daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyal
Dacrah.

20. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
vang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunarn
anggaran tahun berikutnya.

21. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan
renicana keuwangan tahunpan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana.

29 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keria Perangkat Daerah
yvang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lehih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

24, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya baik vang berupa personil (sumber daya manusial,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenmis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang dan jasa.

25. Kegiatan............d
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i{:ﬂ.gmtan Tahun Jamak adalah kegiatan vang dianggarkan dan

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran

vang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak,

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

kegiatan vang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil [outcome] adalah segala sesuatu vang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari  kegiatan-kegiatan dalam satu

program. _

28. Sasaran [target] adalah hasil vang diharapkan d&n AUALL
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

29, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas vang terukur,

30, Program adalah penjabaran kebijakan OFD dalam bentuk upaya
vang berisi satu atau lebih kegiatan dengan m:nggpnakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur dengan misi OPD.

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilalgssna];a.n n!eh

satu atau lebih Unit Keda pada OPD sebagai hag'mfl_da::!

penicapaian sasaran terukur pada suatu program dan tur_dm dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya bailk yang
berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari heh-empa_ atau
kesemua jenis sumber dava tersebut sebagai masukan {input)

untek menghasilkan  keluaran {output}] dalam bentuk
barang/jasa.

25,

26,

27.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rpl.076.232.821.965,- bertambah
sebesar Rp364.820.560.232,- sehingga menjadi Rpl.441.053.382.197,- dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah

a. Semula Rpl.069.531,440.865,-

b. Bertambah Rp217.010.141.137,-

c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl.286.541.582.002,
2. Belanja Daerah

a. Semula Rpl.073.932.821.965,-
b. Bertambah Rp356.046.560.232,-

c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rpl.429.979.382.197 -
3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp6.701.381.100,-
2) Bertambah Rpl147.810.419.095,-

3} Jumlah pPEnerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp154.511.800.195,-

b. Pengeluaran pembiayaan
1} Semula Rp2.300.000.000,-
2] Bertambah Rp8.774.000.000,-

3} Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Ep11.074.000.000,-

¢. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp143.437.800.195,-
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Ep0,-

Anggaran...... .....E
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Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber

dari:
a. Pendapatan asli daerah
1} Semula Rp165.260.604.227 -

bah Rp6.440.699.000,-
gji iﬁ;’; pendzﬁpatan asli daerah setelah perubahan Rpl7] JT07.303.227 -
b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp901 .964.53641328,1-3'?
o ; - :
%1 mﬁ;ﬂnﬁiﬁf&igumﬁer gatelah perubahan Rpl 105,559.278.775,-
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1] Semula Rp2.300.000.000,-

2} Bertambah Rp6.975,000.000.-
:I iainrj‘!&in pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

3) Jumlah
Rp9.275.000.000,-
Pasal 4
{1} Pendapatan asli daecrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf =,
hersumber dari:
a. Pajak daerah

1} Semula Rp56.604.860.064 -
2) Bertambah Rp2.100.000.000,-
3} Jumilah pajak daerah seteiah perubahan Rp53.704.869.064,-

b. Retribusi dasrah
1} Semula Rp7.474.458.324.-

9] Bertambah Rp2.050.400.000,- )
3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp9.524.858.324 -

c. Hasil pengelolaan kekavaan daerah vang di pisahkan
1) Semula Rp8.035.159.765,-

2] Bertambah Rp888.953.852 -
3} Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan

Rp8.924.113.617,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1} Semula REp93.152.117.074,-
2| Bertambah Rpl.401.345.148,-
3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah vang sah setelah perubahan

Rp94.553.462.222, -
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

bhersumber dari:
a, Transler pemerintah pusat
1) Semula Rp834.000.791.000,-
2} Bertambah Epl28.055.922.115.-
3) Jumlah  transfer pemerintah  pusat setelah  perubahan
Rpl.022.295.233.137,-
b. Transfer antar daerah
1} Semula Rp67.964.045.638,-
2] Bertambah Rpl5,300.000.000,-
3} Jumiah transfer antar daerah setelah perubahan RpR3.264.045 /38 -

{3} Lain-lam
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3 Lain-lain pendapatan : 1 '
| : I.uit'u'['n:.lm:'uu'r:nhc:; rtljft:? ah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
. Pendapatan hibah
1} Semula Rp2.300.000,000 -
2] Bertambah Rp6.975,000.000,-
4] Jumlah hibah selelah perubahan Rp9.275.000.000,-
b, Lain-lain  pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
1} Semula Rpd,-
2} Bertambah Rp 0,-
3} Jumilah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
n. Belanjn operasi

1} Semula Rp7V7T9.872.217.474,-

2] Bertambah Rp 221.153.737.259,-

3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rpl.001.025.954.733 -

b. Belanja maodal
1] Semula Rp45.799.180.027 -

2} Bertambah Rp88.551.715.049, -
3} Jumlah belanja modal setelah perubahan Rpl136.479.007.834,-

c. Belanja tidak terduga
I} Semula RpS56.264.279.862,-
2] Bertambah Rp29.174,359.652,-
3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan RpB83.438.639.514 -

d. Belanja transfer
1] Semula Rpl191.997,144.602, -

2] Bertambah Rpl5.038.635.514,-
3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp207.035.780.116.-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. Belanja pegawai
1} Semula Rpd467.995.429.389,-
2) Bertambah Rp71.443.375.105,-
3} Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp539.438 804,494 -
b. Belanja barang dan jasa
1] Semula Rp298.200.819.345,-
2] Bertambah Rp 126.452.230.943 -
3) Jumlah belanja barang dan  jasa  setelah perubahan
Rp424.743.050.288 -
c. Belanja subsidi
1) Semula Rp0,-
2) Bertambah Rpl.374.000.000,-
3} Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 1.374.000.000,-
d. Belanja hibah
1) Semula Rp13.585.968.740. -
2} Bertambah Rp20.366.131 211 -
3) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 33.952.099.951 -

e.Belanja. .......... 18
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# Qhelamvhn Dok boean sadal
it "i-';;i
hestambai Hes 1 510 (R Dan)

b uesiad belamis hantuan sosial setelah persbabon Hp | 518000 0040,
heiarea mewbal wiagatmang dimakoud dalom Panal 5 kurut b, teric atas
i Srlaonge meoudnd tanaly

flarmyhiidls Bt VR l”'_'l' H'ﬂ"l
i Easrtarsimal M TR DO UOM)
hrriaty Selanim medith tanakh setelah perubahan Rp? | 13MN0.300,

elanen sreoinl ferralatan dan mesin
Semuln Hpld 411 248 000,
Persar=immb Hod 553 015 415
ek YA mowlad peralatan setelnh perubahon

B 1 B8y 2R3 T4
iamie mvetal hangunan dan gedung
srmdla BpT 890 040 90
1T Ri6 982 801,
mangunan dan gedung  setelah perubahan

31 Perinmbah Fp
7 helatin modal
Wa2l 707923 TO4
v rondal palan, carngan. dan irigas
Feriile Bpl T 366G 355 SHEL,
Hrramisah Bod? 129 ATHHTS
W Jumiah beiania modal jelan. ingasi, dan jaringan setelah perubahan
ol 405 R12 5™
e Helariga modal neet tetap lainnva
1| Sernutla Epd 497 314 720
J1 BHeriambah Fp&O 354 (KX),-
Jurnlak el i LTl tetap binnya setelnh e bahan
RpS 577 667 750,
(3 Belamm tilak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul ¢, yaitu:
A Semiula RpSe 264 2179 862,
b HBertambah Rpda 174.359.652,-
¢ Jumlnh belanjs vdak terduga setelah perubaban HpR5 438.639.514 -
G Belanin transfer sebagnimana dimaksud dalam Pasal 5 huraf d, terdirt atas:
a Belama bag hasal
11 Semuln KpS 246 462 502, -
21 Bertambah RpBG1.765.514,-
1) Jumilah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp6.108.228.016
b, Belunja bantuan keuangan,
1l Semula Rpl86.750.682.100,-
N Bertambah Rpl4.176.870.000,-
3 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp200.927.552.100,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1] Semula Rp6.701.381.100,-

2] Bertambah Rp147.810.419.095,-

3] Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rpl54.51 1.800.195,-
b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp2.300.000.000,-

2} Bertambah Rp8.774.000.000,-

3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.074.000.000,-

b. Pengeluaran...........



Pasal 8

{1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl &,
terdiri atas;
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1} Semula Rp6.701.381.100 -

2) Bertambah Rp147.810.419.095,-

3 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnva setelah

perubahan Rp154.511.800.195,-
{2} Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah
1} Semula Rp2.300.000.000.- pada PDAM Pancuran Telago Muara Bungo;
2] Bertambah Rp8.774.000.000,- pada Bank Jambi
djumlah  Penyertaan Maodal Daerah  setelah  perubahan  sebesar

Rpl11.074.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran vang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu vang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnyva dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belania Dacrah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2022
(2] Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
4. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan fatau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau

c. Kerusakan sarana/prasarana vang dapat mengganggu kegmtan peinvanan
publik.

(3] Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avaz (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangkn  pelavanan  dasar masyarakat
angegarannya belum tersedia dalam tahun anggaran bermalan,

b. Belanja daerah vang bersifa mengikat dan belanja vanp bersifas wajib,

c. Pengeluaran daerah vang berada di luar kendali Pemenntih Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang.
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundn akan memmbylian
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daecah dan itau masvarakar

Yang

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagan

tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini terdir darn

l.  Lampiran § = Ringkasan Perubahan APRD vang dikinsifikasi Menurut
Kelompok dan .Jenis Penvdapatan, Belanja, dan
Pembiavaan;

2. Lampiran | ¢ Ringkasan Perubahan APBD vang [hklasdikast Menurur
Urusan Pemerintahan Daecrah dan Organisas:

3. Lampiran /11 *  Rincian Perubahan APBD Menurur Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program. negiatan, Sub Kegatan

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemblavaan

4 Lampiren
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4, Lampiran [V Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beseria Keluaran;

5. Lampimn V Rekapitulasi  Perubahan Belanja Daerah  Unfuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuvangan
Negara;

6. Lampiran V] Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

Perubahan RKPD dan Perubahan
Rancangan Perubahan APBD;

PPAS  dengan

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Eupalti
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022, scbapai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Septe

gy

BUPATI BUN

Yy

H. MASHURI

MLUTLET, Ry

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal &{ September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN B
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